
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
TATACARAPEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANADESA

UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATENTAPIN
TAHUN ANGGARAN2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

Menimbang
BUPATI TAPIN,

a. bahwa sehubungan dengan adanya

perubahan tahapan penyaluran dan

persyaratan penyaluran Dana Desa

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 225/PMK.07/2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor
41 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2018 perlu
dilakukan penyesuaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan melalui perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, perlu menetapkan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten

Tapin Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten

Tapin Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik L
Indonesia Nomor 3851); (1~
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Nomor5234);
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8. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2014 Nomor7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-UndangNomor 9

Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tabun Anggaran 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6138);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor83,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5423);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43
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Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5864);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia,

Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

19. Peraturan PresidenNomor107Tahun 2017

tentang Rincian AnggaranPendapatan dan
BelanjaNegaraTabun Anggaran2018;
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20. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan MenteriDalam NegeriNomor21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengeloaanKeuanganDaerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

KeuanganDesa;

22. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan EvaluasiDana Desa;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas
PenggunaanDana Desa Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Transfer KeDaerah dan Dana Desa;
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26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

226/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Rincian Dana Desa Menurut Daerah

Kabupaterr/Kota Tahun Anggaran2018;

27. Peraturan Daerah KabupatenTapin Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
PengelolaanKeuanganDaerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan.PerangkatDaerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
23 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2018;

30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tabun
2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja
Perangkat Daerab Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 25 Tabun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat

Daerah KabupatenTapin;

3 1. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2018;
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32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa untuk

Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHAN
ATASPERATURANBUPATITAPINNOMOR41

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANA

DESA UNTUKSETIAP DESA DI KABUPATEN

TAPINTAHUNANGGARAN2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 41), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,

dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesulitan geografisyang bersumber dari
Kementerian yang berwenang darr/atau Lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, yang
dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 10%(sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (limapuluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15%(limabelas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan

geografis.
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2. Ketentuan Pasal9 ayat (3),ayat (5),ayat (6),ayat (7),dan ayat (8)

diubah, dan diantara ayat (5)dan ayat (6) Pasal 9 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (Sa), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan

dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

UmumDesa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
RekeningKasUmumDesa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterimadi RekeningKasUmum

Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) PenyaluranDana Desa dilakukan secara bertahap:
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat

minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh

persen);
b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat
puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RekeningKas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati

menerima:

a. Peraturan DesamengenaiAPBDesa;dan
b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya;

dari KepalaDesa.
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(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Desa Tahap II dilaksanakan setelah Bupati

menerima Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan

Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari
KepalaDesa.

(5a)Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati

menerima Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan

Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II dari
KepalaDesa.

(6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (Sa),menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata
capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%

(limapuluh persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

ayat (5), dan ayat (Sa) dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5),

dan ayat (Sa) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,

cara pengadaan, dan capaian output.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa
dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu

pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementeriari/Lembaga
terkait.
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3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah, sehinggaPasal13 berbunyi sebagaiberikut:

Pasa113

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Output Dana Desa setiap tahap penyaluran
kepada Bupati.

(2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya;dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai denganTahap II.

(3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7

Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni

tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada
aplikasi software.
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4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diubah, sehinggaPasal14 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal14

(1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belummenerima dokumen sebagaimanadimaksud

dalam Pasal9 ayat (4),ayat (5),dan ayat (Sa);
b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun

anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tigapuluh persen);

danjatau
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat

PengawasFungsionalDaerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana
Desa di RekeningKasDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun

anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa
yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa
Tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun

anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa

tahun anggaran sebelumnyamasih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat disalurkan

dan menjadi sisa Dana Desa di RekeningKasUmumDaerah.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku

Kuasa PenggunaAnggaranPenyaluran Dana AlokasiKhusus
Fisik dan Dana Desa.
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan

penyaluran dan/ atau penggunaanDana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Penyaluran Dana AlokasiKhusus Fisik
dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat

yakni ayat (Sa),dan Pasal 15 ayat (6)diubah, sehingga Pasal 15
berbunyi sebagaiberikut:

Pasal15

(1) Bupati menyalurkan kembaliDana Desa yang ditunda dalam
hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal14 ayat (1)huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sarna dengan 30% (tiga
puluh persen);dan

c. terdapat usulan dari Aparat PengawasFungsionalDaerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RekeningKasDesa
dan menjadi sisa Dana Desa di RekeningKasUmumDaerah.
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(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat akhir bulan Novembertahun anggaran berjalan dan

agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesatahun

anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening
Kas Umurn Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5a)Dalamhal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umurn Daerah

belurn disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari

tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana

Desa Tahap II dari RekeningKas Umum Negara ke Rekening

KasUmumDaerah tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,

Bupati menyampaikan pennintaan penyaluran sisa Dana

Desa Tahap II yang belum disalurkan dan Rekening Kas
UmumNegarake RekeningKasUmumDaerah kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni

tahun anggaran berjalan.
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Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 16 Januari 20 18

S DAERAHKABUPATENTAPIN,

BERITADAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2018 NOMOR ~~


